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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan 

Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724);  

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
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tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35); 

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal   Nomor 

4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES 

ARSIP DINAMIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal yang 

selanjutnya disebut Arsip BKPM adalah rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan 

Koordinasi Penanaman Modal dalam pelaksanaan tugas, 

fungsi, dan kewenangannya. 

2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

3. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 

sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan 

pemanfaatan arsip. 

4. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan 
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informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan 

dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan 

keamanan negara, masyarakat dan perorangan. 

5. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik 

dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi 

keamanannya. 

6. Pusat Berkas/Central File adalah pusat berkas atau 

pusat penyimpanan arsip aktif.  

7. Pusat Arsip/Records Center adalah pusat arsip atau 

pusat penyimpanan arsip inaktif. 

8. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di 

bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan 

formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan 

serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 

melaksanakan kegiatan kearsipan.  

9. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

Pasal 2 

(1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

BKPM dimaksudkan untuk: 

a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan Arsip 

Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai 

dengan daftar arsip aktifnya; 

b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar 

mengamankan dan mematuhi kewenangan akses 

terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah 

ditetapkan; 

c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan 

dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, 

keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat 

tetap terjaga; dan 

d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai 

aturan sehingga dapat dicegah terjadinya 

penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak 

untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. 
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(2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

BKPM bertujuan untuk: 

a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip 

Dinamis BKPM; 

b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis 

dengan prinsip cepat, tepat, dan aman; 

c. tersedianya informasi BKPM yang dikategorikan 

terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi 

publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan 

dan akses Arsip Dinamis; dan 

d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang 

dikecualikan;  

 

Pasal 3 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM 

mencakup: 

a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi 

Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia; 

b. Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan, 

penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi 

Terbatas, dan Rahasia; dan 

c. klasifikasi dan pengaturan Akses Arsip, memuat 

pengguna internal dan pengguna eksternal. 

 

Pasal 4 

(1) Hak akses diberikan kepada pengguna internal dan 

pengguna eksternal. 

(2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan 

untuk mengakses seluruh arsip yang berada di 

bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

1. pimpinan tingkat tertinggi mempunyai 

kewenangan untuk mengakses seluruh arsip 

yang berada di bawah kewenangannya.  
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2. pimpinan tingkat tinggi yaitu satu tingkat di 

bawah pimpinan tingkat tertinggi, mempunyai 

kewenangan untuk mengakses seluruh arsip 

yang berada di bawah kewenangannya, namun 

tidak diberikan hak akses untuk informasi yang 

terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan 

yang satu tingkat dengan unit di luar unit 

kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.  

3. pimpinan tingkat menengah yaitu satu tingkat 

di bawah pimpinan tingkat tinggi, mempunyai 

kewenangan untuk mengakses seluruh arsip 

yang berada di bawah kewenangannya, namun 

tidak diberikan hak akses untuk informasi yang 

terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, 

pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat 

dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah 

mendapatkan izin.  

b. pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan 

untuk mengakses seluruh arsip yang berada di 

bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi 

biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip 

dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia 

yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, 

pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat 

menengah, dan yang satu tingkat di atas unit 

kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.  

c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk 

mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip 

dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 

internal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh 

arsip dengan kategori biasa/terbuka.  

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk 

mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam 
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